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Abstrak
 

Mulai dekade 1990-an Indonesia dihadapkan pada tuntutan perdagangan beira.s seperti tuntutan Aswan Free

Trade Agreement (AFTA), kesepalatan dalam rangka WTO (World Trade Organization) dart APEC (Asia

Pacific Economic Cooperation). Proses globalisasi berlangsung dengan irama yang kian cepat ini hams

dihadapi Indonesia dengan berbagai tindakan konkrit antara lain melalui deregulasi dibidang ekonomi atau

berbagai tindakan lainnya untuk menjadikan kehidupan sektor ekonomi lebth efisien.

Pada tahun 1994 Indonesia telah meratifikasi persetujuan WTO melalui Undang -undang Nomor 7 Tahun

1994, secara garis besar persetujuan WTO adalah untuk meminimalisir hambatan - hambatan perdagangan

antara negara - negara penandatangan persetujuan sehingga para pelaku bisnis dapat memaksimaikan

transaksi bisnisnya.

Adanya upaya merninimaiisir hambatan - hambatan perdagangan, antara lain berupa pengurangan tarif

seperti yang tercantum dalam GATT, bertujuan untuk dapat mempermudah akses ke pasar dalam negeri

suatu negara mitra, dengan kemurlahan yang didapat disatu sisi akan mennbawa keuntungan besar bagi

konsumen karena terdapat bermacam altematif barang yang dibutuhkan sehingga aim terjadi persaingan

yang sempurna.

Pada Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke - 4 yang mengbasilkan dokumen utama berupa Deklarasi

Menteri (Deklarasi Doha), mengamanatkan kepada para anggota untuk mencari jalan bagi tercapainya

Konsesus mengenai "Singapore Issue" dari KTM ke - 1. Namun perundingan mengenai isu - isu tersebut

ditunda hingga selesainya KTM WTO ke - 5 pada tahun 2003 ini. Adapun yang disebutkan sebagai

"Singapore Issue" adalah keputusan untuk membentuk 3 (tiga) kelompok baru yaitu kelompok kerja

mengenai bidang perdagangan dan investasi (Trade and Investment}, kebijakan kompetisi (Trade and

Competition Policy) dan tranparansi dalam pengadaan barang pemerintah (Transparency in Goverment

Procurement).

Selanjutnya di Indonesia sendiri pada tahun 1999, sebagai usaha menciptakan ekonomi yang efisien, juga

telah mengundangkan Undang -undang tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak

Sehat yaitu Undang - undang nomor 5 Tahun 1999 {selanjutnya UU No. 51 1999) Undang - undang No.: 51

1999 merupakan puncak dari seluruh upaya yang mengatur masalah persaingan antar pelaku usaha dan

larangan melakukan praktek monopoli.

Dalam sejarahnya upaya petunjuk membentuk hukum persaingan usaka telah dimulai sejak tahun 1970-an.

Berbagai rancangan Undang - undang dan naskah akademik telah dimunculkan, namun baru pada tahun

1998, sebagian karena desakan International Monetary Fund (IMF), pembicaraan untuk membentuk masalah

persaingan secara serius dilakukan. Walaupun agak terlambat, namun perlu disambut Kehadiran hukum

yang mengatur persaingan antar pelaku usaha bagi bartgsa Indonesia merupakan kebutuhan yang sangat

mendesak mengingat Indonesia adalah sebuah negara yang sedang dalam proses industrialisasi.
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